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Abstrak
Kata Kunci: Latar belakang: Pandemi COVID-19 telah menyebabkan
Perkawinan anak, COVID-19,  peningkatan angka pernikahan anak tertinggi dalam dua dekade
krisis sosial-ekonomi terakhir dan mengancam kemajuan Sustainable Development
Goal (SDG) 5 tentang kesetaraan gender.
Riwayat Artikel: Tujuan: Untuk lebih  memahami faktor-faktor penentu
Dikirim: 23 Juli 2024 pernikahan anak selama pandemi, makalah tinjauan ini
Diterima: 31 Juli 2024 menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi
Terbit: 31 Juli 2024 tersebut dan memberikan strategi untuk mencegahnya.
Korespondensi Penulis: Metode: Kami melakukan pencarian literatur pada Maret 2023 di
247110403@uii.ac.id PubMed dan Cochrane Library untuk mengumpulkan studi
tentang masalah ini. UNICEF memperkirakan adanya tambahan
10 juta remaja perempuan yang menghadapi risiko pernikahan
‘ @ @ ‘ anak akibat pandemi. Namun, prevalensi nasional tingkat
@ pernikahan anak selama pandemi COVID-19 masih terbatas.
Hasil: Studi ini menemukan bahwa angka pernikahan anak
tertinggi secara global terjadi di Afrika Sub-Sahara (35%) dan Asia Selatan (29%), serta India dengan
jumlah absolut pengantin anak perempuan tertinggi (15,6 juta). Bukti-bukti tersebut mendukung
beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan anak: alasan ekonomi, penutupan sekolah,
pengaruh sosial budaya, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensinya.
Kesimpulan: Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, mempertaruhkan
kesehatan dan kesejahteraan remaja perempuan, merampas masa kecil dan kesempatan anak untuk
mengenyam pendidikan, sehingga melemahkan dua generasi. Oleh karena itu, penelitian ini
menunjukkan bahwa kolaborasi multidisiplin antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor
swasta sangat penting untuk mengurangi risiko pernikahan anak dalam keluarga yang rentan di masa
krisis.

Abstract
Background: The COVID-19 pandemic has caused the highest increase rate of child marriage in the
last two decades and threatens the progress in Sustainable Development Goal (SDG) 5 of gender
equity. Objective: To better grasp the determinant factors of child marriage during a pandemic, this
review paper presents a comprehensive picture of the conditions and provides strategies to prevent
them. Method: We conducted literature searches in March 2023 in PubMed and Cochrane Library to
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gather studies on this issue. UNICEF predicted an additional 10 million adolescent girls facing the
risk of child marriage due to the pandemic. However, the national prevalence of child marriage rate
during the COVID-19 pandemic is limited.Result: This study found that the highest child marriage
rate globally is in Sub-Saharan Africa (35%) and South Asia (29%), and India with the highest
absolute number of girl brides (15.6 million). The evidence supports several factors contributing to
child marriage: economic reasons, school closure, sociocultural influences, and lack of awareness
towards the consequences.Conclusion: Child marriage is a human rights violence, risking the health
and well-being of adolescent girls, robbing their childhood and chance to education, hence weakening
two generations. Therefore, this study suggests that multidisciplinary collaboration between
governments, schools, communities, and private sectors is essential to mitigate the risk of child
marriage in vulnerable families in times of crisis.

KEYWORDS: child marriage, COVID-19 pandemic, social-economy crisis

1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tren pernikahan anak selama pandemi COVID-19 sangat mengkhawatirkan.
Seperti yang telah disorot oleh banyak penelitian dan advokasi kebijakan sebelumnya, pandemi
COVID-19 tidak hanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, namun secara khusus
juga membawa dampak ketidaksetaraan gender pada anak-anak dan remaja perempuan. Sebagai
contoh, berita lokal di Bangladesh melaporkan kematian seorang gadis berusia 14 tahun yang
meninggal dalam waktu satu bulan setelah menikah karena pendarahan alat kelamin yang
berlebihan pada bulan Oktober 2020.* Pada awal tahun 2022, seorang gadis berusia 14 tahun
dilaporkan bunuh diri karena keluarganya menekannya untuk menikah dengan seorang pria
berusia 40 tahun.?

Selama pandemi atau di masa krisis, remaja perempuan di masyarakat dengan sosioekonomi
rendah cenderung lebih terdampak oleh berbagai konsekuensi. Mereka dipaksa menikah dini dan
berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual, yang berujung
pada kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai wujud diskriminasi gender yang tercermin dalam
norma sosial, anak perempuan juga dilaporkan memiliki tanggung jawab rumah tangga yang lebih
besar dan putus sekolah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibandingkan dengan
anak laki-laki.>* Sebuah penelitian di Norwegia selama pandemi melaporkan bahwa remaja
perempuan juga secara signifikan lebih berisiko mengalami semua bentuk pelecehan kecuali
pelecehan fisik dibandingkan anak laki-laki, termasuk pelecehan psikologis, pelecehan seksual,
pelecehan seksual secara online, dan menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga.®

Selain itu, statistik menunjukkan bahwa pernikahan anak di kalangan anak perempuan kira-
kira enam kali lebih umum terjadi dibandingkan anak laki-laki secara global. Menurut UNICEF,
pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan formal atau informal antara anak di bawah usia
18 tahun dengan orang dewasa atau anak lain. Sebelum pandemi, diperkirakan 100 juta anak
perempuan berisiko menikah sebelum berusia 18 tahun dalam dekade mendatang.® Namun, situasi
ini telah memburuk, dengan tambahan 10 juta anak perempuan yang kini menghadapi risiko
pernikahan anak akibat pandemi.® Meskipun angka pernikahan anak secara global menurun secara
bertahap selama beberapa dekade terakhir, prediksi ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 25
tahun terakhir.’
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Perkawinan anak meningkat selama pandemi sebagai konsekuensi dari ketidakstabilan
ekonomi akibat hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta meningkatnya pekerja anak dan
eksploitasi anak.® Situasi ini memburuk dengan tekanan inflasi yang sedang berlangsung dan
konflik Ukraina yang memperburuk konsekuensi ekonomi dari pandemi COVID-19. Menurut
Bank Dunia, kenaikan biaya pangan dan energi merupakan masalah global yang dapat mendorong
tambahan 75-95 juta orang ke dalam kemiskinan.® Oleh karena itu, sangat penting untuk
mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah anak-anak dan terutama remaja
perempuan dari keluarga yang rentan, agar tidak mengalami eksploitasi lebih lanjut.

Makalah ini bertujuan untuk meninjau dampak pandemi COVID-19 terhadap prevalensi
pernikahan anak, menganalisis faktor-faktor penentu dan dampak pernikahan anak, dan lebih jauh
lagi menyajikan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak selama krisis
ekonomi, khususnya di beberapa negara dengan prevalensi pernikahan anak yang tinggi.

2. METODOLOGI
Pencarian literatur dilakukan pada bulan Maret 2023 di PubMed dan Cochrane Library dengan
menggunakan kombinasi istilah-istilah berikut (child marriage* OR forced marriage* OR early
marriage*) AND (COVID-19 OR pandemic OR crisis) AND (exploitation OR abuse OR maltreatment).
Referensi yang relevan juga dicari secara manual dari studi yang disertakan. Data tambahan
tentang prevalensi pernikahan anak dan kondisi krisis ekonomi saat ini didukung oleh pencarian
Google di situs web UNICEF, Girls not Bride, dan Bank Dunia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prevalensi pernikahan anak selama Pandemi COVID-19

Menurut data terbaru dari UNICEF, angka pernikahan anak tertinggi ditemukan di Afrika
Sub-Sahara (35%), diikuti oleh Asia Selatan (29%). Nigeria memiliki tingkat pernikahan anak
tertinggi (76%), yang berarti tiga dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.
Dalam hal jumlah absolut berdasarkan demografi populasi, India memiliki jumlah pengantin
perempuan yang paling signifikan yaitu sekitar 15,6 juta, diikuti oleh Bangladesh dengan 4,3 juta.
Meskipun angka pernikahan anak di Pakistan, Indonesia, dan Filipina berada di bawah 20%,
negara-negara ini masih berada di peringkat sepuluh besar dalam hal jumlah absolut pernikahan
anak secara global !t

Pandemi COVID-19 telah sangat mempengaruhi prevalensi pernikahan anak, karena pandemi
ini memperparah kesulitan yang dialami oleh populasi yang rentan dan menciptakan tekanan
tambahan pada sistem penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang sudah sangat terbebani.
Diperkirakan ada tambahan 500.000 pernikahan anak dan 1 juta kehamilan remaja yang terjadi
dalam satu tahun setelah pandemi dimulai.” Pada akhir tahun 2021, Bangladesh melaporkan
peningkatan pernikahan anak setidaknya sebesar 13% selama karantina wilayah pada pandemi
COVID-19. 12. Sebuah survei di 21 distrik di Bangladesh menemukan bahwa sebanyak 13886
pernikahan anak terjadi hanya dalam kurun waktu 6 bulan, antara bulan Maret hingga September
2020 *2 Di Indonesia, Kementerian Agama dilaporkan menerima 34.413 permohonan pernikahan
di bawah umur pada bulan Januari dan Juni 2020, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45%
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.* Namun, jumlah tersebut mungkin
lebih rendah karena pada kenyataannya, banyak pernikahan anak di Indonesia yang dilakukan
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secara agama dan tidak didaftarkan ke pemerintah sampai mempelai perempuan mencapai usia
minimum yang disyaratkan.®
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Masa Pandemi

Faktor-faktor penentu pernikahan anak bisa jadi sangat kompleks dan berbeda-beda di setiap
negara. Di negara-negara Asia, pernikahan secara luas dianggap sebagai kewajiban sosial, agama,
dan budaya, yang seringkali mengabaikan pilihan pribadi anak karena tradisi patriarki dan
diskriminasi terhadap anak perempuan. Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-
faktor penentu perkawinan anak, terutama di masa pandemi COVID-109.

3.2.1. Alasan ekonomi

Bergantung pada kondisi sosial ekonomi mereka, keluarga-keluarga merespons secara
berbeda terhadap hilangnya pendapatan atau kesulitan ekonomi. Khususnya dalam konteks krisis
ekonomi dan kemanusiaan, banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak
dipandang sebagai cara untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sulit. Sebagai contoh, setelah
tsunami di Indonesia, India, dan Sri Lanka pada tahun 2004, terjadi peningkatan pernikahan paksa
pada anak perempuan berusia 15-17 tahun, terutama mereka yang kehilangan orang tua mereka
sehingga mereka dapat menerima bantuan dan dukungan tambahan dari negara untuk keluarga.*
Di Bangladesh dan Somalia, pada masa kekurangan pangan dan kekeringan, anak perempuan
sering dianggap sebagai 'beban' bagi rumah tangga yang dapat dihilangkan.}* Keluarga sering
dianggap berinvestasi lebih banyak pada anak laki-laki daripada anak perempuan dalam situasi
ekonomi yang sulit, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka.®

Menurut laporan UNICEF, kemiskinan sangat terkait dengan pernikahan anak. Perempuan
dari kuintil termiskin 2,5 kali lebih mungkin untuk menikah di masa kecil mereka dibandingkan
dengan perempuan dari kuintil terkaya. Di India, usia rata-rata untuk menikah secara signifikan
lebih rendah untuk perempuan dari kuintil termiskin (15,4 tahun) dibandingkan dengan kuintil
terkaya (19,7 tahun).'® Para orang tua menikahkan anak perempuan mereka untuk meringankan
beban mereka dalam merawat anak perempuan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan
finansial. Dalam budaya tertentu di mana mempelai pria harus membayar maskawin kepada
keluarga perempuan, anak perempuan yang lebih muda sering dianggap lebih berharga karena
mereka dianggap memiliki lebih banyak waktu untuk mengabdi kepada keluarga dan melahirkan
lebih banyak anak.!® Sebaliknya, pengantin perempuan yang lebih muda dianggap lebih murah
dalam budaya di mana keluarga perempuan membayar mas kawin untuk pernikahan, dan kedua
budaya ini menguntungkan terjadinya perkawinan dini.}* Selama pandemi COVID-19, banyak
pernikahan diadakan oleh keluarga dari latar belakang sosial ekonomi rendah karena mereka
melihat pembatasan sosial sebagai kesempatan untuk mengadakan perayaan pernikahan sederhana
tanpa menghabiskan banyak uang.

3.2.2. Penutupan sekolah

Penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu faktor penting yang
menyebabkan lonjakan pernikahan anak selama pandemi. Berada di sekolah dapat membantu
melindungi anak perempuan dari kawin paksa, tidak hanya dengan membuat mereka tetap sibuk
tetapi juga dengan dukungan dan bantuan dari teman dan guru untuk menentang keluarga jika
mereka dipaksa menikah.X® Penutupan sekolah tidak hanya meningkatkan risiko kawin paksa,
tetapi juga meningkatkan kerentanan anak perempuan untuk mengalami pelecehan fisik dan
seksual baik oleh teman sebayanya atau laki-laki yang lebih tua yang menganggur karena mereka
sering berada di rumah tanpa pengawasan.'>" 47% remaja korban pelecehan seksual daring
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mengalaminya untuk pertama kali selama pandemi, karena mereka menghabiskan lebih banyak
waktu secara daring.®> Beberapa keluarga dengan kerentanan ekonomi berjuang untuk mengikuti
perangkat teknologi dan internet yang diperlukan untuk mengikuti kelas, memaksa jutaan anak
perempuan putus sekolah.” Sebuah penelitian di Kenya menunjukkan bahwa remaja perempuan
di sekolah menengah yang mengalami penutupan sekolah selama enam bulan memiliki risiko tiga
kali lipat untuk putus sekolah dan dua kali lipat untuk hamil dibandingkan dengan siswi yang sama
yang lulus sebelum karantina COVID-19.®

3.2.3. Perkawinan anak sebagai konsekuensi dari dinamika sosial budaya

Kepercayaan tradisional juga menjadi salah satu faktor yang mendorong orang tua untuk
menikahkan anak mereka secara dini. Di beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai
cara untuk menghindari perzinaan dan seks pranikah.* Hal ini juga dapat menjadi alasan bagi
orang tua untuk mempertahankan prinsip agama mereka, karena negara-negara dengan tingkat
pernikahan anak tertinggi memiliki mayoritas penduduk Muslim, seperti Nigeria (98,3%) dan
Bangladesh (90,4%)."* Di Bangladesh, terjadi peningkatan insiden pemerkosaan, kekerasan
seksual, dan kontak fisik yang tidak diinginkan yang dilaporkan selama pandemi, sehingga orang
tua merasa tidak aman dan menikahkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk melindungi
mereka.® Selain dampak pandemi, dua penelitian di Indonesia menyebutkan adanya kepercayaan
yang sudah berlangsung lama bahwa perempuan yang belum menikah pada usia dua puluh tahun
dianggap perawan tua dan menjadi beban bagi keluarga.*!® Studi yang sama juga menemukan
mitos bahwa jika seorang gadis menolak lamaran pernikahan, mereka akan cenderung menjadi
perawan tua. Pada saat yang sama, ada juga persepsi tentang nasib buruk dan kemakmuran jika
seorang perempuan terlambat menikah atau tetap melajang, dan bahwa pernikahan dini dapat
membantu melindungi reputasi keluarga.*®

3.2.4. Kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari pernikahan anak

Selain pengaruh sosial budaya yang telah berlangsung lama yang mendorong pernikahan dini,
alasan lain mengapa pernikahan anak masih menjadi masalah yang terus berlanjut adalah
kurangnya kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan anak. Tingkat literasi dan
pendidikan orang tua ditemukan sebagai faktor penentu yang signifikan dalam menentukan usia
pernikahan. Sebuah studi di India menemukan bahwa dari mereka yang menikah sebelum usia 18
tahun, 46% memiliki ayah yang buta huruf, dan 77% memiliki ibu yang buta huruf.?’ Sebuah studi
di Sulawesi Selatan, Indonesia, salah satu daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi,
menemukan bahwa satu dari empat orang tua dan remaja setuju bahwa ketika seorang anak
mencapai usia pubertas, mereka dianggap sudah siap untuk menikah, terlepas dari usia mereka.®
Namun, sebuah studi kualitatif dengan remaja perempuan di Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
menemukan bahwa sebagian besar pernikahan dini selama pandemi terjadi karena kemauan remaja
itu sendiri. Karena stres dan kebosanan yang tinggi akibat sekolah daring dan meningkatnya
tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah selama karantina wilayah, beberapa remaja
menyatakan bahwa pernikahan adalah pelarian dari tuntutan orang tua dan perasaan kesepian.®
Studi ini menunjukkan kesalahan persepsi remaja yang menganggap pernikahan sebagai rencana
alternatif untuk situasi yang kompleks dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap konsekuensi
pernikahan anak, sehingga memberikan persetujuan kepada mereka.

3.3. Dampak Pernikahan Anak
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Perkawinan usia anak memiliki dampak kesehatan yang signifikan, termasuk tingginya angka
kematian dan kesakitan ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Kehamilan remaja juga
dikaitkan dengan risiko prematuritas dan bayi dengan berat badan rendah yang lebih tinggi.?*

Pengantin anak sering kali tidak dapat secara efektif menegosiasikan hubungan seks yang
lebih aman, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV, dan
kurangnya penggunaan kontrasepsi, yang menyebabkan tingginya tingkat kesuburan, jarak
kelahiran yang pendek, kehamilan yang tidak diinginkan, dan peningkatan morbiditas
reproduksi.???> Di negara berkembang, sekitar 12 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun
melahirkan setiap tahunnya.?® Ironisnya, perempuan yang menikah saat masih anak-anak lebih
kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perawatan medis selama kehamilan dan melahirkan di
fasilitas kesehatan daripada perempuan yang menikah saat dewasa.??> Masalah ini mungkin terkait
dengan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan karena sebagian besar pernikahan anak terjadi di
daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Pernikahan dini dikaitkan dengan risiko tinggi kekerasan fisik dan emosional, isolasi sosial,
dan kesehatan mental yang buruk. Banyak penelitian telah menunjukkan bukti bahwa pernikahan
dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mood, kecemasan, depresi, dan gangguan
kejiwaan lainnya di usia yang lebih tua dibandingkan mereka yang menikah di usia yang lebih
muda.?? Pengantin anak sering kali terputus dari keluarga dan teman dan memiliki sistem
pendukung yang terbatas. Sementara itu, mereka harus bertanggung jawab untuk merawat anak-
anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga meskipun mereka masih anak-anak. Pernikahan anak
pada akhirnya melemahkan dua generasi, karena kesehatan mental yang buruk dari seorang ibu
akan dikaitkan dengan risiko tambahan untuk mengembangkan masalah perilaku dan emosional
pada anak-anak.?*

Kemiskinan merupakan faktor penentu sekaligus konsekuensi dari pernikahan anak, dengan
penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih
mungkin untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan perempuan yang menikah di atas 18 tahun
(13,8% vs 10,1%).1° Sebagian besar anak perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan
menengah yang menikah dini tidak dapat mengakses pendidikan lebih lanjut dan putus sekolah.
Padahal, pendidikan yang lebih baik adalah kunci bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan
membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan
kesempatan kerja yang lebih baik dan mengakhiri siklus kemiskinan keluarga.

3.4. Strategi untuk Mencegah Perkawinan Anak

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor penentu penyebab terjadinya perkawinan anak di masa
pandemi, bagian ini akan memaparkan beberapa intervensi untuk mencegah perkawinan anak
berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan
angka kemiskinan global, yang diperparah dengan meningkatnya inflasi akibat konflik di Ukraina.
Bank Dunia memproyeksikan bahwa krisis ganda ini akan mengakibatkan tambahan 23,3-26,5
juta orang jatuh ke dalam kemiskinan di Afrika Sub-Sahara.® Menyadari bahwa alasan ekonomi
merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pernikahan anak, maka menangani
mekanisme penanggulangan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi saat krisis sangatlah
penting. Rumah tangga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah cenderung mengalokasikan
sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan, sehingga membuat mereka lebih rentan
terhadap tekanan inflasi saat ini dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan
tinggi. Karena banyak keluarga yang rentan bekerja di sektor informal, mereka sering kali tidak
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memiliki akses terhadap kredit, asuransi, dan perlindungan sosial selama krisis atau keadaan
darurat.* Untuk mengurangi dampak dari isu-isu tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan
perlindungan sosial yang menjamin keamanan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, keluarga
tidak akan lagi menganggap perkawinan anak sebagai cara untuk bertahan hidup.

Selain itu, intervensi yang bertujuan untuk mengurangi stres orang tua selama krisis dapat
membantu melindungi kesejahteraan anak-anak dalam keluarga yang rentan. Seperti yang
diungkapkan oleh remaja Indonesia, orang tua justru memberikan tekanan yang lebih besar kepada
mereka selama pandemi, yang membuat mereka mempertimbangkan pernikahan sebagai jalan
keluar. Jika orang tua dapat menjadi tangguh, mereka dapat memberikan dukungan finansial dan
emosional kepada anak-anak mereka selama krisis.

Sekolah memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan anak. Pertama, sekolah dapat
menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang
lebih baik, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka terhadap tubuh dan integritas seksual
mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler positif yang memupuk minat dan bakat
mereka. Kedua, sekolah dapat menjadi titik akses bagi siswa yang membutuhkan dukungan
psikososial. Guru dapat melakukan intervensi untuk mendukung siswa yang mengalami pelecehan
seksual atau dipaksa menikah dan bernegosiasi dengan orang tua mereka. Terakhir, sekolah dapat
menyediakan makanan gratis atau makanan untuk siswa dari keluarga yang rentan, sehingga
meringankan beban ekonomi orang tua mereka. Di daerah-daerah di mana anak perempuan
menghadapi kesulitan untuk mengakses sekolah formal, lembaga pelatihan keterampilan berbasis
masyarakat dapat membantu mengurangi kemungkinan anak perempuan dipaksa menikah.*

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan para pemangku kepentingan
tentang meningkatnya kerentanan anak-anak, terutama anak perempuan, selama masa Krisis.
Pemerintah harus memperkuat implementasi undang-undang terkait pernikahan di bawah umur,
memperketat pengawasan terhadap permintaan dispensasi untuk pernikahan di bawah umur dan
pernikahan siri, serta menegakkan peraturan yang ada saat ini dengan memberikan sanksi atau
hukuman bagi para pelanggarnya. Selain itu, bagi anak perempuan yang sudah terlanjur menikah,
pemerintah dapat memastikan aksesibilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk
konsultasi keluarga berencana untuk mencegah komplikasi dari kehamilan dini yang tidak
diinginkan, serta dukungan yang mudah diakses bagi para korban pelecehan seksual dan kekerasan
dalam rumah tangga yang menimpa anak dan perempuan.

Pernikahan anak secara luas dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia; oleh karena
itu, beberapa organisasi telah bekerja untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGSs)
tentang kesetaraan gender dengan mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030. Namun,
kemajuan telah terhambat di beberapa negara, terutama karena gangguan layanan kesehatan dan
program yang tertunda selama lockdown.® Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
menyebarkan kesadaran akan bahaya pernikahan anak, terutama di kalangan orang tua yang sering
menjadi pemicu utama pernikahan tersebut. Mengatasi kepercayaan sosial budaya yang mengakar
yang mendorong pernikahan dini harus melibatkan semua pihak di masyarakat, misalnya, dengan
melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa pernikahan
adalah cara untuk menghindari kehamilan di luar nikah atau pergaulan bebas. Karena tingkat
pernikahan anak lebih tinggi di daerah pedesaan, kesadaran dapat disebarkan melalui pendidikan
berbasis komunitas dan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan masyarakat yang terlatih.
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Sementara itu, advokasi teman sebaya dan kampanye media sosial juga dapat digunakan untuk
melibatkan remaja.
4. KESIMPULAN

Penting untuk menyebarkan kesadaran bahwa pernikahan anak tidak hanya merampas masa
kecil dan kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengancam
kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pandemi COVID-19 telah terbukti meningkatkan angka
pernikahan anak karena beberapa faktor: kesulitan ekonomi, penutupan sekolah, kepercayaan
sosial-budaya, dan kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi pernikahan dini. Mitigasi dampak
jangka panjang dari pandemi dan Krisis biaya hidup saat ini sangat penting untuk melindungi anak
perempuan dari keluarga yang rentan terjerumus ke dalam pernikahan paksa. Kolaborasi antara
pemerintah, pemangku kepentingan, sekolah, ahli kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk
memprioritaskan dan meringankan masalah ini.
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